
S A L I N A N 
  

  

 

 

BUPATI TANAH LAUT  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR  41  TAHUN 2025 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 

TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang    :  a.  bahwa dalam rangka penyesuaian Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 

20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2024 

Tentang Standar Harga Satuan; 

 
 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 



 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 

2021 Nomor 63); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2019 Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2024 

tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2025 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG STANDAR  HARGA SATUAN. 

 

  



 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 

Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2024 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 13)  diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal  27 Mei 2025       

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 ttd 

 

H. RAHMAT TRIANTO 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Mei 2025      

 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 ttd 

 

ISMAIL FAHMI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 43 


